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Abstract:

This study is motivated by the high number of marriage dispensation applications,
reflecting a tension between the minimum age restriction for martiage as regulated in
Law Number 16 of 2019 and the social realities within society. This research aims to
analyze judges’ considerations in granting marriage dispensation for underage children at
the Mahkamah Syarliyah Jantho and to examine these considerations through the
framework of judicial reasoning theory. This research employs a normative legal method
using statutory and case approaches, through the analysis of marriage dispensation
decisions at the Mahkamah Syar’iyah Jantho during the period 20232025, supported by
empitical data to strengthen the analysis. The results indicate that judges’ considerations
are based on several key factors, including the long-standing relationship between the
child and their prospective partner, patental concerns regarding potential violations of
religious and social norms, the child’s consent without coercion, the economic readiness
of the prospective husband, and the child’s educational condition. From the perspective
of judicial reasoning theory, these findings demonstrate the dominance of sociological
considerations over juridical and philosophical ones. This condition indicates a tendency
toward the expansion of the interpretation of “urgent reasons” in judicial practice, which
weakens the restrictive nature of dispensation as an exception and potentially reduces the
effectiveness of child protection in regulating the minimum age of marriage.
Keywords: Marriage Dispensation; Judicial Consideration; Child Protection;
Sharia Court

Abstrak:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya permohonan dispensasi
nikah yang mencerminkan adanya ketegangan antara pembatasan usia
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan realitas
sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan
hakim dalam pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di
Mahkamah Syar’iyah Jantho serta mengkaji pertimbangan tersebut dalam
perspektif teori pertimbangan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
kasus melalui analisis putusan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho
tahun 2023-2025, yang didukung oleh data empiris sebagai penguat analisis.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada
beberapa faktor utama, yaitu hubungan antara anak dan calon pasangan yang
telah lama terjalin, kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma agama
dan sosial, persetujuan anak tanpa paksaan, kesiapan ekonomi calon suami, serta
kondisi pendidikan anak. Dalam perspektif teori pertimbangan hakim, temuan
ini  menunjukkan dominasi  pertimbangan  sosiologis  dibandingkan
pertimbangan yuridis dan filosofis. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya
kecenderungan perluasan makna “alasan sangat mendesak” dalam praktik
peradilan, yang berdampak pada melemahnya karakter dispensasi sebagai
pengecualian serta berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan anak dalam
pembatasan usia perkawinan. Buatlah abstrak ini dalam bahasa Inggris.

Kata kunci: Dispensasi Nikah; Pertimbangan Hakim; Perlindungan Anak;
PerkawinanAnak; Mahkamah Syar’iyah.
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PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan fisik dan batin antara seorang pria dan
seorang wanita yang menyatu menjadi suami istri, bertujuan membentuk
keluarga yang bahagia serta kekal, berlandaskan keyakinan kepada Tuhan Yang
Maha Esa (Syarifuddin, n.d. 2021). Perkawinan di bawah umur adalah
pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum memenuhi syarat usia
minimal 19 tahun berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan
UU No. 16 Tahun 2019 (Nasution, 2020; Wibowo et al., 2022).

Dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap
batas usia minimum perkawinan, orang tua pihak ptia dan/atau wanita dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai
bukti-bukti pendukung yang cukup (Marzuki, 2020). Ketentuan ini kemudian
diperjelas  melalui Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin, Peraturan tersebut menegaskan bahwa hakim
wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta menilai kesiapan
fisik, mental, dan psikologis sebelum memberikan izin dispensasi (Hilyasani et
al., 2022). Namun demikian, karakter “alasan sangat mendesak” yang bersifat
elastis membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik peradilan, sehingga
standar penerapannya sangat bergantung pada konstruksi pertimbangan hakim
(Fadly & Nurhayati, 2021).

Pengamatan dalam praktik peradilan mengungkap bahwa alasan pemohon
dispensasi sering kali tidak mencerminkan keadaan darurat sesungguhnya
(Herviani et al., 2022). Misalnya, kekhawatiran orang tua soal risiko zina sering
menjadi dasar utama. Namun, alasan tersebut tidak serta-merta dapat
dikualifikasikan sebagai kondisi mendesak, karena pencegahan perilaku
menyimpang tidak harus ditempuh melalui perkawinan anak di bawah umur
(Rahmani & Manoppo, 2023). Perkawinan pada usia anak berpotensi
menimbulkan ketidakmatangan psikologis, ketimpangan relasi kuasa dalam
rumah tangga, serta meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dan perceraian di
kemudian hari (Pratama, 2024; Sainul, 2024).

Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai bagian dari sistem peradilan agama di
Provinsi Aceh memiliki karakteristik tersendiri dalam menangani perkara
dispensasi nikah. Sebagai wilayah yang menerapkan kekhususan hukum berbasis
syariat Islam, dinamika sosial dan budaya masyarakat Aceh turut memengaruhi
pola permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan. Nilai-nilai
sosial, kehormatan keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap
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pergaulan remaja menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari praktik
perkawinan usia anak. Berdasarkan data perkara di Mahkamah Syar’iyah Jantho,
dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tercatat adanya fluktuasi jumlah
permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2023 terdapat 31 permohonan,
dengan 2 perkara ditolak dan 29 perkara dikabulkan. Pada tahun 2024 jumlah
permohonan menurun menjadi 25 perkara, dengan 1 perkara ditolak dan 24
perkara dikabulkan. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah permohonan
kembali meningkat menjadi 29 perkara dan seluruhnya dikabulkan oleh
pengadilan.

Tingginya tingkat pengabulan tersebut menunjukkan bahwa dispensasi
nikah dalam praktik peradilan cenderung diberikan secara luas. Kondisi ini
mengindikasikan adanya pelonggaran dalam penerapan standar “alasan sangat
mendesak”, sehingga berpotensi menggeser fungsi dispensasi nikah dari
pengecualian yang bersifat restriktif menjadi mekanisme yang lebih adaptif
terhadap tekanan sosial (Amina, 2022).

Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penerapan
standar “alasan sangat mendesak” serta efektivitas kebijakan pembatasan usia
perkawinan dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Ketegangan antara
norma hukum dan praktik peradilan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi
dispensasi nikah dalam realitas sosial (Salim, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya hanya mendeskripsikan faktor-
faktor yang dipertimbangkan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Namun,
masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis kecenderungan
dominasi pertimbangan hakim serta implikasinya terhadap pergeseran fungsi
dispensasi nikah dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir
untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan analisis yang lebih kritis
dan integratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam
pemberian  dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho serta
mengevaluasinya dari perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebaruan
penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap ketiga perspektif tersebut
untuk menilai apakah dispensasi nikah tetap berfungsi sebagai pengecualian yang
ketat atau telah mengalami pergeseran menjadi mekanisme yang adaptif terhadap

realitas sosial..
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METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus
(case approach) (Marzuki, 2020). Pendekatan perundang-undangan digunakan
untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur dispensasi nikah, khususnya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019(Mahkamah Agung
Republik Indonesia, 2019; Pemerintah Republik Indonesia, 2014, 2019).
Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan dispensasi nikah
di Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam kurun waktu 2023-2025 untuk
mengidentifikasi pola pertimbangan hakim. Bahan hukum yang digunakan
terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan
literatur relevan(Soekanto, 2013). . Penelitian ini juga didukung oleh data empiris
berupa data statistik perkara sebagai penguat analisis normatif. Analisis
dilakukan secara kualitatif melalui teknik kategorisasi dan interpretasi hukum
dengan mengelompokkan pertimbangan hakim ke dalam aspek yuridis, filosofis,
dan sosiologis(Ali, 2021). Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap
kecenderungan dominasi pertimbangan hakim serta implikasinya terhadap
penerapan konsep “alasan sangat mendesak’ dalam pemberian dispensasi nikah.

HASIL dan PEMBAHASAN
1. Gambaran data mengenai Permohonan Dispensasi Nikah di

Mahkamah Syar’iyah

Dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh
peraturan perundang-undangan bagi calon mempelai yang belum memenuhi
batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 (Nasution, 2020). Dalam konteks hukum acara,
permohonan dispensasi nikah dikualifikasikan sebagai perkara voluntair, yaitu
perkara yang tidak mengandung sengketa, melainkan permohonan izin kepada
pengadilan untuk menyimpangi ketentuan umum (Mulyadi, 2020). Oleh karena
itu, proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah memiliki
karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perkara gugatan schingga
memberikan ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim dalam menilai alasan
permohonan.
a. Prosedur dan tahapan Proses Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah
Syar’iyah Jantho

Permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syat’iyah Jantho diajukan oleh

5 Jurisy: Jurnal [Imiah Syariah Volume 6, Nomor 1, 30 April 2026



Maila Lidinia, Agustin Hanapi, Rispalman
Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Di Mahkamah Syar’iyah Jantho

orang tua atau wali dengan melengkapi persyaratan administratif sesuai
ketentuan yang berlaku, seperti identitas para pihak, dokumen kependudukan,
serta surat keterangan dari Kantor Urusan Agama terkait belum terpenuhinya
batas usia perkawinan (Marzuki, 2020). Setelah permohonan didaftarkan dan
diregister, perkara diproses melalui tahapan administrasi internal pengadilan
hingga penetapan majelis atau hakim yang akan memeriksa perkara.

Selanjutnya, pemeriksaan  dilakukan dalam  persidangan  dengan
menghadirkan pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, serta calon
pasangan. Dalam persidangan, hakim tidak hanya memeriksa kelengkapan
administratif, tetapi juga menggali alasan permohonan serta menilai kesiapan
anak dari aspek fisik, mental, dan sosial. Setelah pemeriksaan dianggap cukup,
hakim menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (Aisyah, 2023).

Berdasarkan keseluruhan proses tersebut, permohonan dispensasi nikah di
Mahkamah Syar’iyah Jantho diperiksa melalui tahapan administratif dan
persidangan yang melibatkan anak, orang tua, serta calon pasangan, dengan
memperhatikan  kelengkapan dokumen dan fakta yang terungkap di
persidangan.

b. Data mengenai Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar’iyah

Gambaran permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho
juga dapat dilihat dari data statistik perkara yang masuk dalam beberapa tahun
terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, jumlah perkara
dispensasi nikah menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Data tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah masih
menjadi fenomena yang konsisten dalam praktik peradilan di Mahkamah
Syar’iyah Jantho(Rahmawati, 2023).

No Tahun Jumlah Perkara Dispensasi
Nikah
Keterangan
1 2023 31 perkara
2 2024 25 perkara
3 2025 29 perkara

Sumber: Data Permohonan Dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho
Selain menunjukkan jumlah permohonan yang masuk, data perkara juga

memperlihatkan tingkat pengabulan dan penolakan permohonan dispensasi
nikah. Pada tahun 2023 dari 31 perkara yang diperiksa, terdapat 2 perkara yang
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ditolak karena tidak memenuhi kriteria alasan mendesak sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan 29 perkara lainnya
dikabulkan. Pada tahun 2024 dari 25 perkara, hanya 1 perkara yang ditolak dan
24 perkara dikabulkan. Adapun pada tahun 2025 seluruh 29 permohonan yang
diajukan dikabulkan oleh hakim. Tingginya tingkat pengabulan tersebut
menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah tidak lagi bersifat kasuistis,
melainkan telah menjadi pola yang berulang dalam praktik peradilan.

Fluktuasi jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa permohonan
dispensasi nikah masih menjadi fenomena yang relatif konsisten di wilayah
hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho. Penurunan jumlah perkara pada tahun 2024
dapat diindikasikan sebagai dampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat
tethadap pembatasan usia perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5
Tahun 2019. Namun demikian, meningkatnya kembali jumlah perkara pada
tahun 2025 menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya masih menjadi latar
belakang pengajuan dispensasi nikah di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah
Jantho. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya
masih lebih dominan dibandingkan efektivitas norma hukum dalam menekan
praktik perkawinan usia anak.

Permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho pada
umumnya diajukan karena adanya kekhawatiran orang tua terhadap potensi
terjadinya hal-hal yang dianggap melanggar norma agama dan sosial. Alasan yang
paling sering dikemukakan adalah untuk menghindari “hal-hal yang tidak
diinginkan”, seperti kekhawatiran anak tetjerumus dalam pergaulan bebas atau
perbuatan zina. Dalam perspektif orang tua, pernikahan dipandang sebagai
solusi preventif untuk menjaga kehormatan keluarga dan melindungi anak dari
risiko moral. Namun demikian, alasan tersebut pada dasarnya bersifat antisipatif
dan tidak selalu menunjukkan adanya kondisi darurat yang objektif. Selain itu,
banyak permohonan diajukan karena anak telah memiliki hubungan yang cukup
lama dengan calon pasangan dan bahkan telah melalui proses lamaran(Fadly &
Nurhayati, 2021).

Demikian, orang tua merasa bahwa hubungan tersebut sulit untuk
dihentikan dan lebih baik segera dilegalkan melalui pernikahan. Faktor lain yang
cukup dominan adalah kondisi anak yang telah putus sekolah atau tidak lagi
berada dalam proses pendidikan formal (Nutlaelawati, 2020). Rata-rata anak
yang diajukan dispensasi berada pada rentang usia setelah lulus atau berhenti di
tingkat SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ketika anak tidak lagi
memiliki aktivitas pendidikan dan dianggap tidak produktif, sebagian orang tua
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memandang pernikahan sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan
membiarkan anak tanpa kegiatan yang jelas (Habibah, 2023). Dalam konteks ini,
pernikahan diposisikan sebagai alternatif sosial atas kevakuman pendidikan. Di
samping itu, terdapat pula alasan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi
keluarga (Sari, 2023). Dalam beberapa kasus, keterbatasan ekonomi mendorong
orang tua untuk menikahkan anak dengan harapan beban tanggungan keluarga
berkurang atau anak memperoleh jaminan kehidupan yang lebih stabil dari calon
suami (Hasyim, 2023). Meskipun faktor ekonomi bukan alasan yang paling
dominan, kondisi ini tetap menjadi latar belakang dalam sejumlah permohonan.
Menariknya, berdasarkan praktik di Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam beberapa
tahun terakhir, permohonan dispensasi nikah tidak didominasi oleh faktor
kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
permohonan lebih didorong oleh faktor sosial, relasional, dan pendidikan
daripada faktor biologis, ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan dan
ckonomi menjadi bagian dari realitas sosial yang mendorong terjadinya
perkawinan usia anak.

Selain faktor-faktor tersebut, perubahan pola asuh orang tua juga turut
berperan. Dalam sejumlah perkara, anak yang masih berusia 16—17 tahun telah
merasa mampu mengambil keputusan sendiri untuk menikah, sementara orang
tua cenderung khawatitr menolak keinginan anak karena takut terjadi
pemberontakan atau konflik keluarga. Kondisi  ini memperlihatkan adanya
pergeseran otoritas dalam keluarga, di mana keputusan menikah sering kali lebih
didorong oleh keinginan anak daripada pertimbangan objektif mengenai
kesiapan mental dan masa depan.

Secara keseluruhan, alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di
Mahkamah Syar’iyah Jantho lebih banyak dilatarbelakangi oleh kekhawatiran
sosial-moral, hubungan romantis yang telah berlangsung lama, putus sekolah,
serta dinamika pola asuh dalam keluarga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan
bahwa dispensasi nikah dalam praktiknya sering kali merupakan respons
terhadap situasi sosial remaja, bukan semata-mata karena keadaan mendesak
dalam arti hukum yang ketat.

Data menunjukkan bahwa tingkat pengabulan perkara dispensasi nikah
di Mahkamah Syar’iyah Jantho berada pada kisaran 93-100% dalam kurun
waktu 2023-2025. Tingginya angka pengabulan ini tidak hanya menunjukkan
konsistensi praktik pemberian dispensasi, tetapi juga mengindikasikan bahwa
ruang pengecualian yang diberikan oleh undang-undang masih dimanfaatkan
secara luas oleh masyarakat. Tingginya tingkat pengabulan tersebut
menunjukkan bahwa dispensasi dalam praktiknya cenderung menjadi
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mekanisme yang relatif aksesibel. Kondisi ini berpotensi memperluas makna
“alasan sangat mendesak” sehingga karakter dispensasi sebagai pengecualian
yang bersifat restriktif menjadi kurang tegas.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara
norma hukum yang membatasi usia perkawinan dengan realitas sosial yang
mendorong terjadinya dispensasi nikah. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya
berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor yang
menyeimbangkan antara kepastian hukum dan tuntutan sosial, yang dalam
praktiknya cenderung mengarah pada dominasi pertimbangan sosiologis.

2. Dasar hukum Pertimbangan Hakim dalam pemberian Dispensasi Nikah

Berdasarkan hasil penelitian, hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam
memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum utama
yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.Dalam memutus perkara, hakim juga
mempertimbangkan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga
adil dan bermanfaat bagi anak (Ali, 2021).

Praktik persidangan, hakim merujuk pada ketentuan yang mengharuskan
pengadilan untuk mendengarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi
nikah, calon pasangan, serta orang tua atau wali dari masing-masing pihak
(Umam, 2023). Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam menggali
fakta-fakta persidangan sebelum mengambil putusan. Selain itu, hakim juga
berpedoman pada ketentuan mengenai pembuktian, baik melalui bukti surat
maupun keterangan saksi, untuk menilai alasan yang diajukan oleh pemohon
(Rahman, 2022).

Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho menyatakan bahwa ruang dispensasi
nikah merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan,
sehingga pemeriksaannya dilakukan secara cermat dengan melibatkan berbagai
pihak terkait. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan hakim tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga menjadi kerangka dalam mengarahkan proses
pemeriksaan perkara dispensasi nikah secara menyeluruh.

3. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah

Berdasarkan telaah terhadap pertimbangan yang termuat dalam putusan-
putusan dispensasi nikah, terdapat alasan-alasan yang secara konsisten muncul
dalam bagian pertimbangan hukum hakim, khususnya pada bagian
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pertimbangan setelah uraian duduk perkara dan sebelum amar penetapan:

a. Hakim mempertimbangkan bahwa usia anak memang belum mencapai
19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, namun secara biologis anak telah baligh dan secara fisik
dinilai mampu untuk menikah.

b. Hakim mempertimbangkan adanya hubungan antara anak dan calon
pasangan yang telah berlangsung lama dan dikhawatirkan akan
menimbulkan pelanggaran norma agama apabila tidak segera dinikahkan.

c. Terdapat pertimbangan bahwa anak telah menyatakan persetujuannya di
persidangan dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari pihak
manapun.

d. Hakim mempertimbangkan bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan
atau penghasilan, meskipun dalam skala sederhana, sehingga secara
ekonomi dinilai memiliki kemampuan dasar untuk membina rumah
tangea.

e. Dalam beberapa perkara, hakim menilai bahwa anak tidak lagi
melanjutkan pendidikan dan telah berhenti sekolah, sehingga perkawinan
dianggap sebagai pilihan yang realistis dalam konteks sosial keluarga.

f. Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian dispensasi merupakan
jalan yang lebih kecil mudaratnya dibandingkan apabila hubungan
tersebut dibiarkan tanpa kepastian hukum.

g. Hakim menegaskan bahwa dispensasi nikah merupakan pengecualian
yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang
terdapat alasan mendesak yang dapat dibuktikan.

Secara garis besar, pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut
menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan ketentuan normatif batas
usia perkawinan dengan kondisi faktual para pihak. pertimbangan-pertimbangan
tersebut menunjukkan kecenderungan hakim untuk lebih mengakomodasi
kondisi faktual para pihak dibandingkan menegakkan batasan normatif secara
ketat.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap
norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang
mempertimbangkan berbagai aspek dalam mencapai keadilan. Oleh karena itu,
dalam kajian ilmu hukum dikenal adanya konsep pertimbangan hakim sebagai
bagian dari proses penalaran hukum sebelum suatu putusan dijatuhkan. Dalam
menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma

hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsit hukum yang
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mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keadilan. Dalam kajian ilmu
hukum, proses tersebut dikenal sebagai pertimbangan hakim, yaitu proses
penalaran hukum yang menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum
yang berlaku sebelum suatu putusan dijatuhkan.. Dalam literatur hukum,
pertimbangan hakim umumnya dipahami melalui tiga pendekatan utama, yaitu
pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga pendekatan tersebut
mencerminkan dimensi normatif, nilai, dan realitas sosial dalam proses
pengambilan keputusan oleh hakim.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada
ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif ini, hakim wajib merujuk pada
peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta norma hukum tertulis dalam
menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis mencerminkan penerapan prinsip
kepastian hukum, karena putusan yang dihasilkan harus memiliki dasar normatif
yang jelas. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan berdasarkan kehendak
subjektif semata, melainkan harus berlandaskan pada hukum positif yang telah
ditetapkan oleh negara(Marzuki, 2020).

Dalam konteks perkara dispensasi nikah, pertimbangan yuridis hakim
merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kedua
ketentuan tersebut menegaskan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila
terdapat alasan mendesak dan setelah hakim mendengar keterangan anak serta
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian,
pertimbangan yuridis menempatkan hukum tertulis sebagai rujukan utama
dalam pengambilan keputusan, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki
legitimasi hukum yang sah.

b. Pertimbangan Filosofis

Selain berpedoman pada norma hukum, hakim juga menggunakan
pertimbangan filosofis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan filosofis
merupakan pertimbangan yang berangkat dari tujuan dibentuknya suatu hukum.
Pendekatan ini tidak hanya melihat bunyi norma secara tekstual, tetapi juga
mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, serta tujuan perlindungan yang
hendak dicapai oleh hukum tersebut. Secara teoritis, pertimbangan filosofis
bertujuan agar penerapan hukum tidak bersifat kaku, tetapi mampu mewujudkan
keadilan substantif serta menghindari dampak yang tidak diinginkan dari
penerapan hukum secara formalistik.

Penetapan batas usia minimal perkawinan 19 (sembilan belas) tahun pada
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dasarnya merupakan indikator kedewasaan dan kematangan seseorang, baik
secara fisik maupun mental, agar mampu melaksanakan hak dan kewajiban
dalam rumah tangga secara bertanggung jawab (Hidayat, 2024). Ketentuan ini
tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembatasan administratif, melainkan
sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak, kesehatan reproduksi, serta
keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan
(Syarifuddin, 2021).

Dalam perspektif hukum, terpenuhinya syarat baligh tidak serta-merta dapat
dijadikan satu-satunya tolok ukur diperbolehkannya suatu perkawinan. Syarat
tersebut harus disertai dengan kesiapan mental  sebagai suami atau istri,
kemampuan menjalankan peran dalam keluarga, serta kemampuan material
untuk mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga. Oleh karena itu, hukum
positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan penekanan
kuat pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (the best
interest of the child) dalam setiap permohonan dispensasi nikah. Dalam
perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan juga berkaitan dengan maqasid al-
syari‘ah, khususnya menjaga keturunan (hiz al-nasl) (Al-Ghazali) Selain itu,
Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa perkawinan harus didasatkan pada
kesiapan fisik, mental, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah
tangga (Al-Zuhaili, 1989).

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang melihat hukum
dalam konteks kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mempertimbangkan
kondisi sosial, nilai yang hidup dalam masyarakat, serta hubungan antar individu
dalam lingkungan sosialnya. Secara teoritis, pertimbangan sosiologis bertujuan
agar putusan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan
realitas sosial. Hukum dalam hal ini dipahami sebagai bagian dari kehidupan
masyarakat, sehingga penerapannya perlu mempertimbangkan dinamika sosial
yang berkembang. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis memungkinkan
hakim untuk memahami perkara secara kontekstual dan tidak semata-mata
berdasarkan norma tertulis(Salim, 2021).

Dalam perkara dispensasi nikah, pertimbangan sosiologis biasanya berkaitan
dengan kondisi sosial para pihak yang mengajukan permohonan, seperti
hubungan antara anak dan calon pasangan yang telah berlangsung lama,
kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran norma
agama dan sosial, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kondisi-kondisi

tersebut seringkali menjadi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi

12 Jurisy: Jurnal [Imiah Syariah Volume 6, Nomor 1, 30 April 2026



Maila Lidinia, Agustin Hanapi, Rispalman
Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi
Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Di Mahkamah Syar’iyah Jantho

nikah ke pengadilan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan realitas
sosial tersebut agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek
legalitas, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sosial
yang dihadapi oleh para pihak.
4. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah di
Mahkamah Syari’yah.

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat pengabulan dispensasi nikah
di Mahkamah Syar’iyah Jantho berada pada angka yang sangat tinggi, dengan
alasan dominan berupa hubungan yang telah lama terjalin serta pertimbangan
menjaga ketertiban sosial. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa
mekanisme dispensasi dalam praktiknya berfungsi sebagai respons terhadap
realitas sosial yang telah berkembang. Kondisi tersebut kemudian memunculkan
pertanyaan normatif mengenai sejauh mana dispensasi tetap berada dalam
kerangka pengecualian yang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam
kebijakan pembatasan usia perkawinan.

a. Hubungan Anak dan Calon Pasangan Sudah Sangat Erat dan Sulit

Dipisahkan

Hubungan anak dan calon pasangan yang telah terjalin lama dapat diartikan
sebagai relasi interpersonal antara anak yang dimohonkan dispensasi nikah
dengan calon pasangannya yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu
dan ditandai dengan adanya kedekatan emosional yang intens, interaksi yang
sering, serta adanya komitmen atau keinginan dari kedua belah pihak untuk
melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan. Dalam konteks sosial
masyarakat, hubungan yang telah berlangsung lama biasanya juga telah diketahui
oleh keluarga masing-masing serta lingkungan sekitar, bahkan dalam beberapa
kasus telah sampai pada tahap pertunangan atau kesepakatan keluarga untuk
melangsungkan perkawinan.

Dalam praktik permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho,
kondisi hubungan yang telah berlangsung lama ini sering dijadikan sebagai salah
satu alasan utama dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah. Para
pemohon, khususnya orang tua, beranggapan bahwa hubungan yang telah
terjalin lama antara anak dan calon pasangan sulit untuk dipisahkan dan
dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan sosial apabila tidak segera
dilegalkan melalui perkawinan. Hubungan yang terlalu dekat tanpa ikatan
perkawinan yang sah juga dipandang berpotensi menimbulkan pelanggaran
terhadap norma agama maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Hakim mempertimbangkan kondisi hubungan tersebut sebagai bagian dari
fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim menilai bahwa keterikatan
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emosional yang kuat antara anak dan calon pasangan berpotensi menimbulkan
konflik keluarga, tekanan sosial dari lingkungan masyarakat, maupun risiko
pelanggaran norma agama apabila hubungan tersebut terus berlangsung tanpa
kepastian hukum. Dengan demikian, pemberian dispensasi nikah dalam kondisi
tersebut dipandang sebagai salah satu langkah untuk memberikan kepastian
hukum terhadap hubungan yang telah terjalin. Apabila dianalisis dalam
perspektif teori pertimbangan hakim, alasan ini termasuk dalam pertimbangan
sosiologis, karena didasarkan pada kondisi sosial nyata yang dialami oleh para
pihak. Hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum mengenai batas usia
perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan dinamika hubungan sosial yang
berkembang dalam kehidupan masyarakat.

b. Kekhawatiran Orang Tua terhadap Pelanggaran Norma Agama dan

Tekanan Sosial

Kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma agama dan tekanan
sosial dapat diartikan sebagai perasaan cemas yang muncul dari pihak orang tua
terthadap kemungkinan terjadinya perilaku yang dianggap melanggar nilai-nilai
agama maupun norma sosial apabila hubungan antara anak dan calon
pasangannya terus betlangsung tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam
masyarakat yang menjunjung tingei nilai moral dan religiusitas, hubungan yang
terlalu dekat antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan sering
dipandang berpotensi menimbulkan pelanggaran norma agama serta dapat
memicu penilaian negatif dari lingkungan sosial.

Dalam praktik permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho,
alasan ini sering disampaikan oleh orang tua sebagai latar belakang pengajuan
permohonan dispensasi nikah. Orang tua khawatir bahwa apabila hubungan
anak dengan calon pasangan terus berlangsung tanpa adanya kepastian hukum
melalui perkawinan, maka dapat menimbulkan perilaku yang bertentangan
dengan norma agama, seperti pergaulan bebas atau perbuatan zina. Selain itu,
kekhawatiran juga muncul karena adanya tekanan sosial dari lingkungan
masyarakat yang dapat mempengaruhi reputasi keluarga apabila hubungan
tersebut diketahui secara luas.

Hakim kemudian mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai bagian dari
fakta sosial yang terungkap dalam persidangan. Dalam masyarakat yang masih
menjunjung tinggi nilai agama dan kesopanan, hubungan antara laki-laki dan
perempuan tanpa ikatan perkawinan sering dianggap tidak sesuai dengan norma
yang berlaku. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah dipandang sebagai
langkah preventit untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran

norma agama sekaligus menjaga keharmonisan hubungan keluarga serta
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ketertiban sosial dalam masyarakat. Apabila dianalisis dalam perspektif teori
pertimbangan hakim, alasan ini termasuk dalam pertimbangan sosiologis, karena
berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan norma yang hidup dalam masyarakat.
Hakim mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan
dispensasi nikah sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek
legalitas, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi oleh para
pihak.

c. Persetujuan Anak dan Tidak Adanya Unsur Paksaan

Persetujuan anak dan tidak adanya unsur paksaan merupakan salah satu
aspek penting dalam perkara dispensasi nikah yang berkaitan dengan kebebasan
anak dalam menentukan pilihan untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan
anak dalam konteks ini berarti bahwa anak yang dimohonkan dispensasi nikah
secara sadar menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan calon pasangan
tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak lain. Prinsip ini penting
untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan benar-benar
didasarkan pada kehendak para pihak yang bersangkutan.

Dalam praktik persidangan di Mahkamah Syar’iyah Jantho, hakim biasanya
meminta keterangan langsung dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah
untuk memastikan bahwa keputusan untuk menikah berasal dari kehendak anak
sendiri. Melalui dialog di persidangan, hakim menggali informasi mengenai
kesiapan anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga serta memastikan
bahwa anak memahami konseckuensi dari perkawinan yang akan dilaksanakan.

Pertimbangan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum perkawinan
di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon
mempelai. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa anak yang
dimohonkan dispensasi nikah memberikan persetujuan secara sukarela sebelum
permohonan tersebut dikabulkan. Dalam perspektif teori pertimbangan hakim,
alasan ini termasuk dalam pertimbangan yuridis, karena berkaitan langsung
dengan ketentuan hukum yang mengatur syarat sah perkawinan. Hakim
memastikan bahwa pemberian dispensasi nikah tetap berada dalam kerangka
hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum
perkawinan.

d. Kesiapan Ekonomi Calon Suami

Kesiapan ekonomi calon suami dapat diartikan sebagai kemampuan calon
suami untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga setelah perkawinan
berlangsung. Dalam kehidupan rumah tangga, suami memiliki tanggung jawab
untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Oleh karena itu,
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kesiapan ekonomi menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan
apakah calon suami memiliki kemampuan dasar untuk menjalankan peran
tersebut.

Dalam praktik perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho,
hakim sering menanyakan kondisi pekerjaan dan penghasilan calon suami
sebagai bagian dari proses pemeriksaan persidangan. Informasi mengenai
pekerjaan, sumber penghasilan, maupun kemampuan ekonomi calon suami
menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menilai kesiapan para pihak untuk
membangun kehidupan rumah tangga setelah perkawinan dilangsungkan.

Pertimbangan mengenai kesiapan ekonomi ini menunjukkan bahwa hakim
tidak hanya menilai aspek formal dari perkawinan, tetapi juga
mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan rumah tangga para pihak.
Dengan adanya pekerjaan atau penghasilan, calon suami dianggap memiliki
kemampuan dasar untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dalam
kehidupan rumah tangga. Apabila dianalisis dalam teori pertimbangan hakim,
alasan ini termasuk dalam pertimbangan sosiologis, karena berkaitan dengan
kondisi sosial dan ekonomi nyata yang dialami oleh para pihak. Hakim
mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai bagian dari realitas kehidupan
masyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlangsungan rumah
tangga di masa depan.

e. Kondisi Pendidikan Anak

Kondisi pendidikan anak merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan
status pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, yaitu apakah anak
tersebut masih berada dalam proses pendidikan formal atau telah berhenti
sekolah. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesiapan mental,
sosial, dan intelektual seseorang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
Dalam beberapa perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho,
ditemukan bahwa anak yang diajukan dispensasi nikah tidak lagi melanjutkan
pendidikan formal atau telah berhenti sekolah pada jenjang tertentu. Kondisi
tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai
dampak perkawinan terhadap masa depan anak.

Hakim menilai bahwa apabila anak masih aktif menjalani pendidikan formal,
maka perkawinan berpotensi mengganggu kelangsungan pendidikan tersebut.
Sebaliknya, apabila anak sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan, maka
perkawinan dianggap tidak secara langsung menghambat proses pendidikan
yang sedang berlangsung.Dalam perspektif teori pertimbangan hakim, alasan ini
termasuk dalam pertimbangan sosiologis, karena didasarkan pada kondisi faktual
kehidupan anak dalam masyarakat. Hakim mempertimbangkan realitas sosial
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yang dialami oleh anak sebagai bagian dari dasar pengambilan keputusan dalam
perkara dispensasi nikah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim dalam
pemberian dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho mencerminkan
adanya kombinasi antara pertimbangan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan
yuridis terlihat dari rujukan hakim terhadap ketentuan hukum yang mengatur
syarat serta prosedur dispensasi nikah. Sementara itu, pertimbangan sosiologis
tampak lebih dominan karena hakim banyak memperhatikan kondisi sosial para
pihak serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain pertimbangan yuridis
dan sosiologis, dalam praktiknya hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis,
yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mudarat yang
lebih besar bagi anak. Pemberian dispensasi nikah dipandang sebagai langkah
untuk melindungi kehormatan, masa depan, serta kondisi psikologis anak
apabila hubungan dengan calon pasangan telah terjalin lama dan dikhawatirkan
menimbulkan pelanggaran norma agama maupun sosial.

Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan di
Mahkamah Syar’iyah Jantho, makna “alasan sangat mendesak” sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengalami perluasan yang cukup
signifikan. Alasan-alasan yang bersifat preventif dan sosiologis, seperti
hubungan yang telah lama terjalin atau kekhawatiran orang tua terhadap
pelanggaran norma, dalam praktiknya diperlakukan seolah-olah setara dengan
kondisi darurat yang objektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara norma hukum yang menghendaki pembatasan ketat terhadap dispensasi
nikah dengan implementasinya di lapangan yang cenderung lebih fleksibel.
Lebih lanjut, kecenderungan tersebut berpotensi melemahkan tujuan utama
pembatasan usia perkawinan, yaitu petrlindungan terhadap anak, baik dari aspek
kesehatan, pendidikan, maupun kesiapan psikologis dalam membangun rumah

tangga

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi
nikah bagi anak di bawah umur di Mahkamah Syar’iyah Jantho didasarkan pada
beberapa faktor utama, yaitu hubungan antara anak dan calon pasangan yang
telah lama terjalin, kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma agama
dan sosial, persetujuan anak tanpa paksaan, kesiapan ekonomi calon suami, serta
kondisi pendidikan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya
hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif, tetapi juga secara
signifikan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.
Dalam perspektif teori pertimbangan hakim, pola tersebut menunjukkan
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dominasi pertimbangan sosiologis dibandingkan pertimbangan yuridis dan
filosofis. Meskipun aspek yuridis tetap digunakan sebagai dasar legitimasi,
orientasi putusan cenderung diarahkan untuk merespons kondisi sosial para
pihak. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hakim tidak hanya sebagai penerap
hukum, tetapi juga sebagai penyeimbang antara norma hukum dan dinamika
sosial. Tingginya tingkat pengabulan permohonan dispensasi nikah di
Mahkamah Syar’iyah Jantho mengindikasikan adanya kecenderungan perluasan
makna “alasan sangat mendesak” dalam praktik peradilan. Alasan-alasan yang
bersifat preventif dan sosiologis dalam praktik diperlakukan setara dengan
kondisi darurat yang objektif. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya
karakter dispensasi sebagai pengecualian yang bersifat restriktif serta berpotensi
mengurangi efektivitas tujuan pembatasan usia perkawinan, khususnya dalam
perlindungan anak dari risiko kesehatan, pendidikan, dan ketidaksiapan
psikologis.
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